

I. Pengertian
Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Internasional.

J.G.Starke memberikan pengertian dan batasan dari Hukum Internasional , sebagai berikut:
Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagaian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati alam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup:

a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu;

b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan indivudu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara         (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional.

Mochtar Kusumaatmaja memberikan pengertian dan batasan Hukum Internasional sebagai berikut:

Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara (hubungan internasional), antara:

a. negara dengan negara

b. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain

Substansi Hukum Internasional mencakup:

a. prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya tentang kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional, terbentuknya meupun berakhirnya suatu negara, peristiwa-peristiwa hukum yang dapat menimpa negara dan pengaruhnya terhadap eksistensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara 

b. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan atau yang negatur persoalan-persoalan tentang hubungan antara negara dan negara, seperti perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatik dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi 

c. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsi-fungsinya, misalnya tentang kualifikasi suatu organisasi internasional, kepribadian dan kemampuan hukum suatu organisasi internsaional, hak-hak dan kewajiban suatu organisasi internasional, tentang piagam (Charter), kovenan (covenant) atau statuta (statute) suatu organisasi internasional, peraturan yang berupa prosedur atau mekanisme (rule of procedure) yang berlaku didalam suatu organisasi internasional, keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional 

d. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional , seperti perjanjian antara dua atau lebih organisasi internasional, penggabungan ataupun pemisahan suatu organisasi internasional dan semua konsekuensi hukumnya

e. prinsip-prinsip dan peraturan peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, seperti perjanjian antara negara dengan organisasi internasional

f. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities), sepanjang hak-hak dan kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional

g. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subyek hukum bukan negara, maupun antara subyek hukum bukan negara satu dengan lainnya.

